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BAB I 

PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang 

 Tatanan kehidupan Hubungan Internasional 

mengalami perubahan yang signifikan setelah berakhirnya 

perang dunia kedua, ditandai dengan banyaknya pemeran 

baru yang bermunculan selain Negara sebagai aktor 

dominan pada waktu itu. Di era globalisasi, Non-state actor 

seperti Inter-Governmental Organizations (INGOs), Non-

Governmental Organizations (NGO), Multinational 

Corporations (MNC), Individu dan Media memiliki posisi 

yang tidak kalah penting dengan Negara sebagai State 

Actor. Bahkan tatanan pemerintahan dibawah Negara 

(Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota) saat 

ini juga dapat ikut andil dalam kancah Hubungan 

Internasional melalui kerja sama dengan Pemprov dan 

Pemkab/kot di luar negeri malalui kerjasama kota kembar 

(Sister City). 

 Sister City diartikan sebagai kerjasama kemitraan 

yang dilakukan oleh dua pemerintah lokal (local 

government) di dua Negara yang berbeda dalam bentuk 

kerjasama pertukaran budaya, pendidikan, teknologi, dan 

kerjasama ekonomi. Hubungan tersebut dapat dikatakan 

resmi apabila pejabat tertinggi atau pejabat terpilih (utusan) 

kedua belah pihak telah menandatangani nota kesepahaman 

(Memorrandum of Understanding) (www.sistercities.org).
 

Sister City merupakan bentuk kerjasama yang 

mengedepankan peran kunci local government dalam 

pelaksanaannya. Pemerintah lokal dari Negara berbeda 

saling berkomunikasi tanpa campur tangan Pemerintah 

pusat,namunmasih dalam koridor aturan Negara. Kedua 

belah pihak saling berbagi informasi yang dapat membantu 

menyelesaikan masalah umum seperti masalah pengelolaan 

sampah, kriminalitas, lalu lintas, kemiskinan, kesehatan 

dan urbanisasi (Farazmand, 2004, pp. 89-90).
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 Pertama kali istilah Sister City digunakan di 

Eropa, yang pada tahun 1920 karena muncul kerjasama 

antara Kota Keighley,Yorkshire Barat di Inggris dengan 

Kota Poix Du Nord, di Perancis. Seiring berjalannya 

waktu, mulai bermunculan istilah-istilah baru seperti Twin 

City atau Kota Kembar. Benua Eropa banyak menggunakan 

istilah tersebut, lain halnya di Amerika Serikat yang 

menggunakan istilah Sister City. Begitupun dengan 

Indonesia, yang  juga menggunakan istilah Sister City 

berdasarkan pada surat edaran Menteri Dalam Negeri No. 

193/1652/PUOD tanggal 26 April 1993 perihal tata cara 

pembentukan hubungan kerjasama antar kota (Sister City) 

dan antar provinsi (Sister Province) dalam dan luar negeri. 

Konsep Sister City di Indonesia dirancang untuk 

melakukan kerjasama di bidang pembangunan ekonomi, 

namun tidak menutup kemungkinan untuk bidang 

pendidikan dan budaya juga menjadi aspek penting dalam 

kerjasama (http://bdg.ksln.co.id, 2015). 

 Landasan hukum kerjasama Internasional oleh 

Pemerintah Daerah di Indonesia diatur dalam UU No 37 

Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri, UU Nomor 24 

Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, dan UU 

Nomor 23 Tahun 2014 mengenai Pemerintahan Daerah 

(sebelumnya UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah). Sedangkan mekanisme pelaksanaan 

kerjasama diatur tidak secara detail dalam Undang-undang 

Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri, 

Undang-undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian 

Internasional, dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 

tentang Pemerintahan Daerah (sebelumnya Undang-undang 

Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah) 

(Kuswantoro, 2016). 

 Indonesia sebagai Negara yang berdaulat 

memiliki kecenderungan berinteraksi di dunia Internasional 

untuk meneguhkan keberadaannya dalam kancah 

perpolitikan global. Selain itu, Indonesia juga berupaya 

untuk menjalin hubungan baik dengan bangsa lain demi 
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terciptanya tatanan kehidupan dunia yang damai. Hal 

tersebut tercermin bahwa saat ini Indonesia banyak terlibat 

dalam kerjasama Internasional baik bersifat bilateral 

maupun multilateral. Sebagai contoh Indonesia telah 

menjalin kerjasama dengan Negara di kawasan Asia Timur, 

yaitu Korea Selatan. Menurut data dari Kementerian Luar 

Negeri Republik Indonesia, hubungan antar kedua Negara 

dimulai sejak tahun 1949 saat Korea Selatan mengakui 

kedaulatan Negara Kesatuan RI. Selanjutnya, di tahun 1966 

hubungan konsuler dibuka, dan hubungan diplomatik 

secara resmi dibuka pada tahun 1973. Hubungan kerjasama 

Indonesia-Korea Selatan mengalami perkembangan babak 

baru yang sangat strategis dengan ditandatanganinya "Joint 

Declaration on Strategic Partnership to Promote 

Friendship and Cooperation between Republic of 

Indonesia and the Republic of Korea" oleh Presiden Susilo 

Bambang Yudhoyono dan Presiden Roh Moo Hyun saat  

kunjungannya ke Indonesia  pada tanggal 4 Desember 

2006. Dalam kerjasama ini, Korea Selatan berperan sebagai 

sumber modal/investasi, dan teknologi bagi Indonesia. 

Sedangkan bagi Korea Selatan, Indonesia memiliki potensi 

pasar yang cukup menjanjikan dan sumber alam/mineral 

yang melimpah, serta tenaga kerja yang mumpuni seiring 

berkembangnya perekonomian dalam satu dekade terakhir 

(www.kemlu.go.id).  

 Kerjasama antara Indonesia dan Republik Korea 

Selatan berlanjut pada kerjasama yang dilakukan oleh 

pemerintah daerah. Salah satunya adalah kerjasama Kota 

Bandung dan Seoul. Dalam upaya memajukan Kota 

Bandung, kerjasama serupa telah dilakukan sejak tahun 

1960 dengan salah satu Kota di Jerman, Braunscweig. 

Sampai saat ini, Bandung telah melakukan kerjasama Sister 

City dengan berbagai kota lain dari segala penjuru dunia 

(http://kerjasama.bandung.go.id, 2015). Tercatat, Bandung 

telah bekerjasama dengan 25 mitra kota baik diluar maupun 

dalam negeri.  

 

https://id.wikipedia.org/wiki/Roh_Moo-hyun
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Gambar 1.1 Peta Jarak Bandung dan Seoul 

Sumber : https://www.distancefromto.net/ 

 

 Dapat dilihat dari peta diatas letak geografis 

Bandung dan Seoul terhitung relatif jauh. Bandung-

Indonesia terletak dikawasan Asia bagian Tenggara 

sedangkan Seoul-Korea Selatan memasuki wilayah Asia 

Timur. Dari segi jarak, kerjasama antara Bandung dan 

Seoul akan mengalami hambatan dalam pendistribusian 

barang dan jasa. Dari jauhnya jarak tersebut pasti akan 

berdampak pada peningkatan harga yang signifikan akibat 

biaya yang dibebankan dalam proses pengiriman. 

https://www.distancefromto.net/
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Gambar 1.2 Peta Wilayah Kota Bandung 

Sumber : 

http://www.indotravelers.com/bandung/peta_bdg.html 

 

 Kota Bandung merupakan Ibukota Provinsi Jawa 

Barat. Secara Geografis Bandung terletak pada koordinat  

06º 57‟ Lintang Selatan 107º 37‟ Bujur Timur. Bandung 

adalah kota metropolitan nomor dua setelah Ibukota 

Jakarta. Bandung tercatat sebagai daerah terpadat di Jawa 

Barat. Tingkat kepadatannya mencapai 14.228 orang per 

kilometer persegi (www.bandungaktual.com). Letak 

Bandung yang stategis dan berada ditengah-tengah Provinsi 

Jawa Barat menjadikannya sebagai kota wisata dan kota 

pelajar. Bandung menawarkan wisata alam yang beragam 

dan tak terhitung jumlahnya. Sebagai kota pelajar, 

Bandung memiliki ratusan perguruan tinggi bertaraf 

internasional, salah satunya adalah Institut Teknologi 

Bandung yang menempati rangking ke-86 Perguruan 

Tinggi terbaik se-Asia (https://nasional.tempo.co). 

Bandung adalah kota yang dinamis dan kreatif. Hal 

http://www.indotravelers.com/bandung/peta_bdg.html
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tersebut ditunjang dengan banyaknya pabrik-pabrik brand 

pakaian ternama kelas dunia di Kota ini. Bandung juga 

dikenal sebagai kota inovasi kuliner di Indonesia. 

Makanan-makanan baru hasil kreatifitas anak muda sering 

lahir di Bandung dan tak jarang jajanan pinggir jalannya 

yang menarik banyak wisatawan. Bandung juga merupakan 

kota sejarah, banyak peristiwa bersejarah terjadi di Kota 

ini. Salah satunya adalah Konferensi Negara-negara Asia 

Afrika pada April tahun 1955. 

 

 

Gambar 1.3 Peta Kota Seoul 

Sumber : 

http://www.nationsonline.org/oneworld/map/google_map_Seo

ul.htm 

 Karakteristik Bandung dan Seoul memiliki 

banyak persamaan. Seoul merupakan salah satu kota 

metropolitan terpadat didunia. Seoul menjadi destinasi 

wisata masyarakat dunia saat ini. Selain karena daya tarik 

Seoul sebagai home base  idola K-POP, Seoul juga 

menawarkan tujuan wisata alam yang beragam, ditambah 

http://www.nationsonline.org/oneworld/map/google_map_Seoul.htm
http://www.nationsonline.org/oneworld/map/google_map_Seoul.htm
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dengan kemudahan transportasi umum di Kota tersebut. 

Seoul juga menjadi tempat tujuan mahasiswa untuk 

melanjutkan pendidikan. Setidaknya ada sekitar 40-an 

Universitas di Seoul, tiga diantaranya masuk daftar Top 

Dunia yaitu Seoul National University, Korea University, 

dan Yonsei University. Seoul juga menjadi kiblat fesyen 

dunia seiring dengan berkembangnya Hallyu Wave secara 

universal. Kuliner khas Seoul menjadi daya tarik kota ini 

sehingga banyak wisatawan yang berkunjung. Seoul juga 

dikenal sebagai kota yang berbasis Smart City dan 

pengelolaan tata kelola ruang sangat baik. 

 Seoul adalah satu-satunya Kota Khusus 

(Istimewa) di Korea Selatan. Berbeda dengan Bandung. 

Seoul disebut kota khusus karena sejarahnya yang amat 

kental dan telah menjadi Ibukota Korea Selatan sejak 600 

tahun lalu. Oleh karena itu Seoul sebagai titik sentral  

operasi ekonomi, politik, sosial, teknologi, design dan 

budaya di Korea Selatan. Sedangkan Bandung bukan 

merupakan Ibukota Negara Indonesia dan bukan sebagai 

kota sentral kegiatan perekonomian dan perpolitikan 

Negara. Kerjasama Kota Bandung dan Seoul tetap 

berlanjut walaupun memiliki perbedaan karakteristik 

diantara keduanya. Namun, Bandung dan Seoul memiliki 

persamaan status administrasi setingkat Kota sesuai dengan 

pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 

03 Tahun 2008 mengenai syarat-syarat kerja sama sister 

city (Permendagri No 3 , 2008). Kerjasama Kota Bandung 

dan Seoul dimulai sejak penandatanganan Letter of Intent 

(LoI) antar kedua belah pihak pada Mei 2015 ( 

http://kbriseoul.kr) . Kemudian ditindaklanjuti dengan 

datangnya para pengusaha dari Korea yang dijembatani 

oleh ASEAN-Korea Center yang menawarkan kerjasama 

yang berkaitan dengan smart city dan perbaikan 

infrastruktur (https://ppid.bandung.go.id). Selanjutnya, 

KBRI Seoul merilis berita bahwa kerjasama kota kembar 

(sister city) -atau yang disebut dalam kesepakatan bersama- 



 

  

8 
 

kerjasama antar Pemerintah Kota Bandung dan Seoul telah 

diresmikan ditandai dengan penandatanganan MoU 

(Memorandum of Understanding) oleh Walikota Bandung 

Ridwan Kamil dan Walikota Seoul Metropolitan Park 

Wonsoon yang bertempat di City Hall, Seoul,pada tanggal 

7 Oktober 2016, disaksikan langsung oleh Duta Besar RI 

untuk Republik Korea John A. Prasetio. Kedua Walikota 

menyepakati untuk melakukan kerjasama dan pertukaran 

informasi yang berfokus pada pengembangan Smart City 

dalam beberapa bidang, yaitu : Ekonomi Perkotaan, 

Perencanaan Tata Kota, Mode Transportasi Perkotaan, dan 

E-government (http://www.kemlu.go.id) . 

B. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang yang telah 

dipaparkan diatas, maka dalam penyusunan Skripsi ini 

penulis akan menjawab pertanyaan atau rumusan masalah, 

yaitu: 

“ Mengapa Pemerintah Bandung, Indonesia melakukan 

kerjasama kota kembar (Sister City) dengan Seoul, Korea 

Selatan?”  

C. Tujuan Penulisan 

 Tujuan dan sasaran dari penulisan skripsi ini adalah : 

 1. Membahas secara ilmiah tentang Kerjasama 

Internasional dalam bentuk Sister City antara Bandung 

dengan Seoul.  

 2.  Menjawab rumusan masalah serta membuktikan 

hipotesa yang dikemukakan.  

 3. Menerapkan ilmu dan teori yang diperoleh selama masa 

perkuliahan agar dapat menjelaskan permasalahan yang 

diteliti.  

 4. Memenuhi kewajiban akademis untuk mendapatkan 

gelar Sarjana Strata Satu (S1) di Jurusan Hubungan 
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Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 

Universitas MuhammadiyahYogyakarta.  

 

D. Kerangka Teoritik 

 Kerangka konseptual yang digunakan Penulis 

untuk menjawab rumusan masalah diatas adalah sebagai 

berikut : 

 1. Konsep Sister City 

   Program Sister City mendorong adanya 

komunikasi lintas batas seperti pertukaran gagasan, 

orang dan materi bersama dalam proyek budaya, 

pendidikan, pemuda, olahraga, kota, profesional dan 

teknik. 

  Sister City memiliki konsep yang unik, yaitu: 

komunikasi dua arah; adanya hubungan timbal balik 

oleh kedua belah pihak; adanya hubungan yang 

terencana dan terus menerus antara kota-kota yang 

terlibat dan warganya; menyatukan sumber relawan 

kotamadya di tingkat lokal; menawarkan mekanisme di 

tingkat masyarakat bagi siapa saja atau organisasi apa 

saja untuk terlibat dalam kehidupan hubungan 

internasional. 

  Terbentuknya hubungan kerjasama antar kota 

ini menstimulasi masyarakat untuk saling beinteraksi 

dengan masyarakat dikota lain diluar negeri. Tujuannya 

adalah untuk menumbuhkan pemahaman dan 

persahabatan internasional, untuk mendorong 

pertukaran pendidikan, budaya dan olahraga, serta untuk 

mempromosikan pariwisata dan perdagangan. Konsep-

konsep ini diakui sebagai katalis bagi pertumbuhan 

ekonomi. (Sister Cities New Zealand) 

  Pengertian tentang hubungan kerjasama sister 

city menurut Sidik Jatmika dalam buku Otonomi 
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Daerah Perpektif Hubungan Internasional adalah 

sebagai berikut : 

“Hubungan kerjasama kota bersaudara yang 

dilaksanakan antara pemerintah kabupaten, kota, dan 

kota administratif dengan pemerintah kota setingkat 

diluar negeri. Hubungan kerjasama yang dimaksud 

harus dilengkapai dengan program kegiatan yang 

tetap dan terencana, baik mengenai bidang-bidang 

yang dikerjasamakan, tujuan yang ingin dicapai, 

kontribusi biaya masing-masing pihak, dan lamanya 

waktu yang diperlukan untuk melaksanakan program 

kegiatan yang dikerjasamakan” (Jatmika, Otonomi 

Daerah Perspektif Hubungan Internasional, 2001). 

  Beberapa bidang yang termasuk dalam 

hubungan kerjasama Sister City dalam buku berjudul A 

Study of Sister City Relations karya Donald Bell Souder 

dan Shanna Bredel adalah sebagai berikut :  

1. Kebudayaan, dalam kerjasama kebudayaan, 

ditujukan untuk saling menghargai 

keanekaragaman yang berbeda agar saling 

mengetahui latar belakang satu sama lain, 

selanjutnya dapat meciptakan kerjasama yang lebih 

intensif antar kedua belah, biasanya dalam 

kerjasama kebudayaan melibatkan unsur pagelaran 

budaya, seni musik, dan hal lainnya yang 

menyangkut kebudayaan. 

2. Akademis, kerjasama dalam bidang akademis 

seperti kedua belah kota saling mengirim 

duta/utusan yang tujuannya untuk mempromosikan 

dan memperdalam budaya lain agar hubungan yang 

terjalin semakin intens. 

3. Berbagi informasi satu sama lain merupakan salah 

satu bidang kerjasama sister city dengan tujuan 

kedua belah pihak dapat menangani suatu 
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persoalan yang sama dan bertukar informasi 

mengenai penanggulangan masalah tersebut lebih 

cepat demi pembangunan yang jauh lebih baik. 

4. Bidang ekonomi adalah bagian pokok dalam 

kerjasama Sister City, adanya perdagangan antar 

keduabelah pihak akan menambah erat kerjasama 

yang dijalin. (Bredel, 1997) 

  Berdasarkan Konsep Sister City yang 

diuraikan diatas, maka kerjasama sister city dan sister 

province dapat dilaksanakan apabila kedua belah pihak 

memiliki status tingkat administrasif yang setara. 

Kerjasama ini juga harus memiliki tujuan dan misi 

program kegiatan yang jelas untuk membangun daerah 

dengan mandiri dan lebih cepat demi kesejahteraan 

daerahnya. Selain itu, kerjasama ini juga dapat 

dilakukan selama tidak melanggar aturan hukum yang 

berlaku dan tetap menjaga tingkat stabilitas politik yang 

ada. Begitupun halnya dengan kerjasama antara 

Bandung dan Seoul, kedua kota memiliki status 

administratif yang sama, yaitu setingkat kota. 

Kerjasama yang dilakukan juga jelas yaitu dalam bidang 

smart city yang mana Bandung dan Seoul dapat saling 

bertukar informasi dan teknologi dalam membangun 

tata kota yang lebih cepat, efektif, dan efisien. 

Kerjasama keduanya dapat berjalan karena kedua kota 

tetap beracuan pada aturan yang berlaku dimasing-

masing negara sebagai pedoman untuk melaksanakan 

hubungan kerjasama sister city antar keduanya. 

2. Konsep Paradiplomacy 

  Paradiplomasi pertamakali disebut dalam 

artikel milik Ivo Duchacek berjudul The International 

Dimension of Sub-National Self Government yang 

dipublikasikan dalam jurnal federalisme Publius pada 

tahun 1984. Duchacek menggunakan istilah 
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paradiplomasi sebagai istilah umum untuk 

mengidentifikasi wilayah regional antar Negara dan 

mikrodiplomasi global. Istilah “microdiplomacy” ini 

persis digunakan oleh peneliti sebagai konsep analisis 

yang berlaku untuk menyebut kegiatan eksternal 

pemerintah daerah (Kutnetzov, 2015). Dalam buku 

Paradiplomacy Kerjasama oleh PEMDA di Indonesia, 

karya Takdir Ali Mukti, Istilah “Paradiplomacy” 

muncul perdana pada tahun 1980-an dalam diskusi 

akademis oleh para ilmuan asal Basque, Panayotis 

Soldatos sebagai penggabungan istilah „parallel 

diplomacy‟ menjadi „paradiplomacy‟ yang mengacu 

pada makna „the foreign policy of non-central 

government’, menurut Aldecoa, Keating dan Boyer 

(Mukti, Paradiplomasi : Kerja Sama oleh PEMDA di 

Indonesia, 2013). Pada akhirnya, Duchacek lambat laut 

mulai melakukan substitusi terhadap keputusannya 

mengubah istilah „microdiplomacy‟ menjadi 

„paradiplomacy‟. 

  Paradiplomasi adalah suatu fenomena dan 

subjek baru dalam Ilmu Hubungan Internasional. 

Paradiplomasi mengacu pada sesuatu yang dapat 

dideskripsikan sebagai “kapasitas kebijakan luar negeri” 

pemerintah daerah yang secara mandiri dapat 

berhubungan dengan pihak internasional untuk 

mewujudkan kepentingan daerahnya (Wolff, 2007 ). 

Paradiplomasi muncul sebagai akibat dari hadirnya era 

globalisasi. Pada era ini, bukan hanya Negara saja yang 

dapat „bermain‟ dalam kancah Hubungan Internasional, 

namun aktor-aktor baru mulai bermunculan terutama 

pemerintah daerah. Hadirnya pemerintah daerah 

memberi warna tersendiri sehingga diharapakan dapat 

mempercepat proses pembangunan dan kesejahteraan 

Negara. 
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  Setelah para ilmuan berdebat dalam 

memandang paradiplomasi yang telah mengambil 

tempat dalam aktivitas perpolitikan saat ini.  Maka 

Criekmans mengkarakteristikan konsep paradiplomasi 

sebagai berikut : 

a. Ius legationis atau represntatif politik di luar negeri 

b. Ius tractandi atau kekuatan membuat kebijakan 

c. Kesepakatan lain yang bersifat formal tertentu. 

Contohnya deklarasi dan/atau maksud perjanjian 

kerjasama, kontrak transnasional dan perjanjian atau 

kerjasama kebudayaan 

d. Pengembangan program bantuan dan saling berbagi 

pengetahuan. Contohnya  program kerjasama 

bilateral, program kerjasama lintas batas Negara, 

program pertukaran, dan program multilateral 

e. Bentuk partisipasi lainnya dalam kerangka dan 

organisasi multilateral. Contohnya mengamati dan 

berpartisipasi dalam komite (teknis), penciptaan 

partisipasi dana dalam organisasi multilateral, 

menjadi anggota asosiasi organisasi multilateral 

f. Partisipasi dalam jaringan formal dan informal 

lainnya 

g. Mengembangkan diplomasi publik, baik domestik 

maupun internasional (Adam Grydehøj, dkk, 2014).  

 Sedangkan Duchacek membagi paradiplomasi dalam 

tiga bentuk, yaitu : 

 

1. Transborder Paradiplomacy  



 

  

14 
 

Transborder Paradiplomacy terjadi pada suatu 

hubungan diplomasi yang dilakukan oleh aktor sub 

nasional yang berbatasan langsung secara geografis.  

2. Transregional Paradiplomacy  

Transregional Paradiplomacy terjadi ketika hubungan 

diplomasi dilakukan oleh aktor sub nasional yang 

berbeda negara dalam satu kawasan, namun tidak 

berbatasan langsung. 

3. Global Paradiplomacy  

Global Paradiplomacy merupakan hubungan 

diplomasi antar aktor sub nasional yang berasal dari 

kawasan berbeda (Rusandi, 2017). 

  Paradiplomasi sebagai suatu teori yang 

menjembatani perilaku aktor-aktor sub nasional untuk 

turut berkecimpung dalam kehidupan Hubungan 

Internasional. Berdasarkan karakteristiknya, Bandung 

dan Seoul adalah perwakilan politik di luar negeri yang 

memiliki kekuatan untuk membuat kebijakan dan 

bertukar informasi demi memuluskan kepentingan satu 

sama lain. Pemerintah Kota Bandung memiliki 

wewenang secara bebas untuk bekerjasama dengan 

aktor sub-nasional lain diluar batas Negara tanpa harus 

adanya ikut campur tangan Pemerintah pusat. Selain 

lebih efisien, adanya kebijakan tersebut sangat 

membantu kota Bandung dan Seoul secara khusus untuk 

keluar dari masalah yang dihadapi dan mempercepat 

pembangunan daerah dengan mandiri. Jika ditinjau 

menurut bentuk paradiplomasinya, hubungan Bandung 

dan Seoul dapat dikatakan sebagai Global 

Paradiplomacy karena kedua Negara, Indonesia dan 

Korea Selatan berada di subregional yang berbeda 

walaupun masih dalam kawasan benua Asia.  
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E. Hipotesa 

Berdasarkan kerangka pemikiran dan permasalahan 

diatas, maka penulis membuat hipotesis bahwa Pemerintah 

Kota Bandung memutuskan untuk menjalin kerjasama 

sister city dengan Seoul, karena alasan sebagai berikut :  

1. Karena ada kepentingan Kota Bandung bekerjasama 

dengan Kota Seoul dalam bidang pembangunan 

perencanaan perkotaan. 

2. Adanya kepentingan Pemerintah Kota Bandung dan 

Seoul dalam bidang pertukaran kebudayaan. 

3. Adanya kepentingan Pemerintah Kota Bandung dalam 

bidang pengelolaan Sumberdaya manusia. 

F. Batasan Penelitian 

 Agar pembahasan tidak melebar dan menyimpang 

dari tema dan tujuan yang diinginkan, maka penulis 

menetapkan jangkauan penelitian kepada kerjasama yang 

dilakukan oleh Pemerintah Kota Bandung dengan Seoul. 

Penulis akan mengarahkan penelitian terhadap alasan 

mengapa Pemerintah Kota Bandung dengan Seoul 

melakukan kerjasama sister city. 

 Pada Mei 2015, kedua Kota melakukan persetujuan 

kerjasama dengan ditandatanganinya LOI (Letter of Intent). 

Kerjasama berjalan intensif dengan kunjungan tim ahli 

Seoul, antara lain dalam menyusun master 

plan sistem  transportasi Bandung yang cepat dan tertata 

baik. Seoul juga diharapkan dapat membantu rehabilitasi 

sungai dan memperkuat techno park di Bandung. 

 Pada tahun 2016, Pemerintah Bandung yang diwakili 

oleh Walikotanya Ridwan Kamil dan Wali Kota Seoul Park 

Won-soon untuk menandatangani MoU (Memorrandum of 

Understanding) kedua belah Kota. Bentuk kerjasama yang 

akan dilakukan adalah Bantuan Revitalisasi Sungai 
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Cikapundung, beasiswa PNS/warga Bandung ke Seoul, 

investasi infrastruktur/transportasi. 

 Faktor pendukung, pada Mei 2017 telah dibangun 

Korean Street di sepanjang  Jalan Banten dan adanya dana 

hibah dari pengusaha Korea Selatan untuk pembangunan 

fly over yang rencananya akan dibangun dalam kurun 

waktu hanya dua bulan.  

  Alasan memilih tempat karena Bandung merupakan 

Kota kreatif dan banyak industri kecil dan menengah hadir 

sebagai penunjang ekonomi warga. Penulis tertarik dengan 

ide-ide kreatif yang dicetuskan oleh Walikota Bandung 

untuk memajukan kesejahteraan masyarakat Bandung.   

G. Metode Penelitian 

1. Metode Pengumpulan Data  

a. Melakukan wawancara ke instansi terkait kerjasama 

Sister City Bandung dan Seoul. 

b. Mengumpulkan data-data yang bersifat sekunder 

yang didapatkan melalui kajian pustaka , jurnal, 

surat kabar, jurnal, e-book dan internet. 

2.  Tingkat Analisa 

Level Analisis penelitian ini adalah Negara Bangsa, 

karena Bandung termasuk bagian dari Indonesia yang 

notebene-nya adalah Negara. 

3. Cara Analisis 

Peneliatian ini akan menggunakan metode kualitatif  

dan bersifat deskriptif. 

H. Sistematika Penulisan 
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  BAB I Pendahuluan yang terdiri dari latar belakang 

masalah, rumusan masalah, landasan teoritik, hipotesa, 

metode penelitian, batasan penelitian, dan yang terakhir 

berupa sistematika penulisan. 

  BAB II membahas profil kota Bandung pada sub 

pertama, dan landasan (kebijakan luar negeri Republik 

Indonesia serta kebijakan menteri) terkait kerjasama sister 

city di sub kedua, serta kerkerjasama Bandung dan kota 

lain diluar negeri.  

   BAB III membahas profil Kota Seoul pada sub bab 

pertama. Kemudian pada sub bab yang kedua akan 

dijelaskan mengenai hubungan kerjasama antara 

pemerintahSeoul dengan kota-kota diluar negeri. Di sub 

terakhir, akan dipaparkan proses kerjasama antara Bandung 

dan Seoul. 

  BAB IV berisi mengenai alasan mengapa Pemerintah 

Kota Bandung melakukan Kerjasama dalam Penataan Kota 

Kerjasama dalam Pertukaran Kebudayaan. 

  BAB V berisi penutup yang merupakan kesimpulan 

dari  bab 1-4. 

 


